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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran 

penting dalam pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan dalam menjalankan 

tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Hukum perbankan sendiri merupakan suatu sistem dimana terbentuk 

suatu entitas yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan 

dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan utama entitas 

tersebut.1 

Mengenai pelaksanaan prinsip operasionalnya, bank terbagi menjadi dua 

bagian. Pembeda antar bank sebelumnya sudah terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Terdapat dua jenis yaitu bank konvensional yang 

melaksanakan operasionalnya mendasarkan pada prinsip bunga dan bank yang 

melakukan kegiatan operasionalnya menurut prinsip syariah yang biasa dikenal 

dengan bank syariah. Penjelasan dalam Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa,  

prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam, dimana  

 
1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2003, hal.1-3 
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bank dan pihak lain sepakat untuk menyimpan dana atau membiayai usaha atau 

kegiatan lain sesuai dengan syariah Islam.2 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

perkembangan perbankan syariah menjadi sangat pesat seiring dengan 

diperkenankannya kebijakan pengembangan operasional hukum perbankan yang 

menggunakan sistem perbankan ganda (dual banking system). Hal ini 

memungkinkan bank komersial untuk menyediakan layanan syariah dengan 

terlebih dahulu membangun sistem perbankan syariah yang disebut dengan Unit 

Usaha Syariah (UUS). 3  Bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuat unit usaha syariah di kantor pusat 

bank dengan persetujuan Bank Indonesia.4 Meskipun demikian, terdapat bank yang 

mengoperasikan sistem syariah tanpa membentuk UUS, melainkan mengkonversi 

atau mentransformasikan sistem perbankan konvensional menjadi perbankan 

syariah secara menyeluruh.5 

Belakangan ini adanya ketentuan pembaharuan tentang bank yang terdapat 

di Aceh. Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi 

di Indonesia yang mendapatkan keistimewaan dan mendapat wewenang sebagai 

daerah otonomi khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 

 
2 Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
3 Pasal 6 Huruf m Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
4 Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
5  Ardany Zulfiqar, Lalu Husni, Lalu Wira Pria Suhartana. Implikasi Yuridis Perubahan 

Status Bank NTB Menjadi bank NTB Syariah Terhadap Kredit Sindikasi, Jurnal Education  and 

development Intitut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 1 Nomor 4 tahun 2019, hal. 368 
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tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam. Salah satu keistimewaan Aceh adalah kemampuan dalam 

menegakkan syariah Islam secara penuh, yang diwujudkan melalui Qanun.  

Qanun merupakan salah satu jenis peraturan yang memiliki posisi yang 

sama dengan peraturan daerah. Pelaksanaan Qanun bertujuan untuk menerapkan 

Islam secara komprehensif berdasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, Islam 

adalah jati diri utama masyarakat dan budayaan Aceh. Kedua, salah satu alasan 

Qanun diterapkan adalah faktor sejarah, sejak masa kesultanan Aceh sudah 

menerapkan syariah Islam. Ketiga, penerapan syariat telah menjadi tuntutan politik 

masyarakat Aceh sejak masa kolonial dan penolakan untuk memberikan hak 

penerapan syariat kepada masyarakat Aceh akan meneruskan pemberontakan di 

Aceh.6  Dengan Qanun ini, pemerintah berharap syariat Islam dapat ditegakkan 

secara menyeluruh. 

Undang-undang selalu tidak bisa lepas dari faktor situasi dan perkembangan 

masyarakat dimana undang-undang itu diberlakukan, pendekatan sosiologis dan 

historis merupakan suatu wujud nyata pembentukan sebuah peraturan yang 

disebabkan faktor tersebut. Karena kondisi sosial budaya masyarakat akan 

berpengaruh terhadap rumusan peraturan itu sendiri. Efektifitas hukum dapat 

terwujud melalui pendekatan paksaan oleh negara atau sebagai wujud kesadaran 

hukum oleh masyarakat itu sendiri, dengan terwujudnya efektifitas hukum maka 

norma hukum dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam 

 
6  H.T.A Manan, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Kencana, 

Jakarta, 2018, hal. 172 
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konteks ini pihak yang berwenang membuat peraturan dituntut untuk dapat 

menyerap aspirasi dan harapan masyarakat dalam proses legislasi undang-undang. 

Pada Januari 2019, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang disebut dengan Qanun LKS. 

Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 mengatur bahwa semua lembaga keuangan yang 

beroperasi di Aceh, baik bank maupun non bank harus berdasarkan prinsip syariah.7 

Namun aturan dalam Qanun LKS hanya berlaku untuk setiap orang atau badan 

hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, setiap orang atau badan 

hukum yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh dan 

lembaga keuangan syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.8  Dengan 

munculnya Qanun ini, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang 

mengharuskan bank konvensional melaksanakan konversi menjadi bank syariah. 

Sebagai akibat dari adanya Qanun LKS ini, maka semua bank yang menjalankan 

kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip konvensional harus diubah menjadi 

bank yang berprinsip syariah. 9 

Sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 di 

Provinsi Aceh yang mengharuskan adanya peralihan dari bank konvensional ke 

bank syariah yang ketetapannya dimulai sejak awal tahun 2020. Maka sebagai 

percontohan Bank Aceh memulai konversi terlebih dahulu yaitu pada tahun 2018. 

 
7 Pasal 2 Ayat (1) Qanun Aceh Nomr 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah 
8 Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah 
9 Irhamna Utamy dan Basri Ahmad Hasan.  Konsep Keadilan pada Qanun Aceh Nomor 11 

tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 14 Nomor 1 tahun 2020, 

hal. 122 
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Dimana Bank Aceh yang sebelumnya berbentuk bank konvensional beralih menjadi 

Bank Syariah yang sistemnya berbasis syariah  

Terhadap bank konvensional yang ingin merubah sistem operasionalnya 

menjadi bank syariah harus mengikuti persyaratan dan prosedur pengubahan 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Perubahan ini juga harus disertai dengan pemberian izin oleh Bank Indonesia.10 

Bank konvensional yang telah memperoleh persetujuan perubahan 

operasionalnya wajib melakukan aktivitas usahanya berlandaskan pada prinsip 

syariah berjangka waktu 60 hari sesudah persetujuan perubahan usaha berlaku. 

Bersamaan dengan disetujuinya izin tersebut, bank dilarang untuk melakukan 

kegiatan operasional secara konvensional, kecuali dalam menyelesaikan kegiatan 

usaha sebelumnya dan bank diharuskan untuk melakukan pemberitaaan lewat 

media massa atau pemberitahuan secara langsung kepada kreditur dan debitur. 

Perbankan yang memiliki peranan dalam menunjang pelaksanaan 

pembangunan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, stabilitas serta 

meningkatkan pemerataan. Intermediasi adalah fungsi utama dari bank, 

sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan 

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan Bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

 
10 Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain dalam bentuk pinjaman atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Namun, sebagai akibat dari munculnya Qanun LKS, bank konvensional di 

Aceh yang mempraktikkan kredit kepada nasabah dimana pelaksanaannya tidak 

sesuai dengan prinsip syariah, harus mengusahakan jalan keluar agar tidak 

mengakibatkan konflik bersama nasabah. Tidak sesuainya kesepakatan kredit 

kredit bank konvensional dengan prinsip syariah menjadi persoalan utama yang 

akan dianalisis oleh peneliti. Dengan beralihnya utang tersebut, maka kreditur lama 

kehilangan kuasa untuk menggugat debitur karena seluruh utang debitur dialihkan 

kepada pihak ketiga sebagai kreditur barunya.11 

Penulis menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh 

Zulfahmi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Eksistensi Qanun Nomor 11 

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank 

Konvensional menjadi Bank Syariah". Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual. Pokok utama dari pembahasan dalam penelitian ini 

adalah perbedaan antara sebelum terjadinya konversi dan setelah terjadinya 

konversi terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecil di Aceh. 

 
11  Rahadi Kristiyanto, Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum 

Dalam Pemberian Pembiayaan Pda PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang 

Syariah Semarang, Jurnal Law Reform, Vol. 5 Nomor 1 tahun 2010, hal.111-112 
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Kedua, penelitian yang dilakukan Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, 

Amir Reza Kusuma dan Jamal (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis 

Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui 

Perbankan Syariah di Aceh. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

analisis, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pokok 

utama pembahasan dalam penelitian ini ialah mengidentifikasi karakteristik 

masyarakat Aceh yang mayoritas Islam bersepakat dalam kehidupan yang diatur 

oleh Qanun (LKS), serta landasan historis dalam pengambilan keputusan oleh 

masyarakat Aceh. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Muhammad Dustur, Syahrizal Abbas, dan 

Sri Walny Rahayu (2021) dalam penelitian yang berjudul Konversi Perjanjian 

Kredit Perbankan Konvensional Menjadi Akad pada Perbankan Syariah. Penelitian 

ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan 

konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pokok pembahasan dalam 

penelitian ini adalah implikasi hukum terkait konversi tersebut dan hasil studi 

mengenai implementasi konversi kredit dari perbankan konvensional ke perbankan 

syariah. Namun terdapat keterbatasan dalam pemahaman hukum syariah oleh 

notaris dalam konteks perbankan syariah, kurangnya informasi mengenai 

mekanisme perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian kredit yang dialihkan 

dari bank konvensional ke bank syariah serta keterbatasan dalam pemahaman 

mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dalam konversi ini. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis 

bahas ialah fokus penelitian yang membahas mengenai perubahan bank 
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konvensional menjadi bank syariah terhadap perjanjian kredit yang dalam 

prosedurnya dilakukan sesuai dengan pengalihan utang berdasarkan prinsip 

syariah, peralihan tersebut harus sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta penjelasan 

yang lebih mendalam mengenai proses hawalah yang merupakan pokok 

pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian menjabarkan perlindungan hukum 

yang diberikan kepada nasabah dalam proses konversi ini serta penjelasan lebih 

lanjut alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

syariah 

Berdasarkan pada persoalan yang sudah dijabarkan, penulis sangat tertarik 

guna menganalisis dengan komprehensif berkaitan prosedur konversi perjanjian 

kredit dari perbankan konvensional ke akad dalam perbankan syariah serta status 

hak dan kewajiban dari nasabah yang menjadi akibat dari konversi perjanjian kredit 

tersebut. Dengan penjelasan dari fakta-fakta diatas, penulis tertarik membahas 

skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perubahan Status Bank Konvensional 

Menjadi Bank Syariah Terhadap Perjanjian Kredit”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang, maka dapat ditarik 

permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi perubahan perjanjian kredit pada perbankan 

konvensional menjadi akad pada perbankan syariah? 

2. Bagaimana status hak dan kewajiban debitur akibat peralihan perjanjian 

kredit menjadi akad pada bank syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan diatas yaitu : 

1. Untuk menganalisa bagaimana implemetasi perubahan perjanjian kredit 

pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan syariah. 

2. Untuk menganalisa bagaimana status hak serta kewajiban debitur akibat 

peralihan perjanjian kredit menjadi akad pada bank syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis : 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi berupa ide dan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya tentang analisis hukum perubahan 

status bank konvensional menjadi bank syariah terhadap perjanjian 

kredit serta diharapkan agar menjadi referensi dan informasi yang 

bermanfaat dalam berbagai kegiatan dalam bidang hukum.  

2. Secara Praktis  

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir 

dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan, kemudian hasil penelitian 

dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi pihak yang akan 

meneliti permasalahan hukum yang terkait. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar skripsi ini tidak melenceng dari pembahasan atau menyimpang, maka 

ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan pada skripsi ini, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perubahan 

perjanjian kredit pada perbankan konvensional menjadi akad pada perbankan 

syariah yang merupakan akibat dari munculnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, 

dan status hak serta kewajiban debitur yang merupakan dampak dari pergantian 

kesepakatan kredit menjadi akad di bank syariah.  

F. Kerangka Teori 

Dengan demikian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ialah 

Teori Perjanjian, Teori Peralihan Utang dan Teori Al-Hiwalah. 

1. Teori Perjanjian 

Perjanjian atau sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari 

bahasa Belanda yaitu overeenkomst.  Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang 

mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari suatu perjanjian maka timbul perikatan antara 

pihak yang membuatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan 

salah satu sumber perikatan.12 Pengertian tentang perjanjian terdapat dalam pasal 

1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.13  

 
12 Subekti, Hukum Perjajian, Intermassa, Jakarta, 2005, hal. 1 
13 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para 

pihak untuk melakukan perjanjian yang berisi apa saja selama sesuai dengan syarat 

sahnya perjanjian yang terdapat dalam  Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya 

perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan 

tertentu dan juga sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, 

serta ketertiban umum.14 

Dengan ini maka perjanjian menganut sistem terbuka, yang mengandung 

asas kebebasan berkontrak, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.15  Dalam perjanjian 

semua pihak diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan sendiri sesuai dengan 

kesepakatan mereka yang berjanji untuk tunduk pada aturan tersebut. 

Selain sistem terbuka, suatu perjanjian juga berlaku asas konsensualisme. 

Suatu perjanjian atau dengan sebutan lain yaitu persetujuan, diharuskan para pihak 

sudah setuju atau bersepakat. Pada dasarnya perjanjian itu sudah dilahirkan sejak 

tercapainya kata kesepakatan, yang dapat diartikan perjanjian sudah sah jika para 

pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang utama dan tidak diperlukan sesuatu 

formalitas.16 

 

 

 

 
14 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
15 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
16 Subekti, Hukum Perjajian, Intermassa, Jakarta, 2005, hal. 13-15 
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2. Teori Peralihan Utang 

Istilah peralihan utang yaitu “Over Kredit” berasal dari kata take over kredit 

yang artinya proses pemindahan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya 

yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Terdapat tiga cara 

dalam pengalihan utang pada negara common law maupun civil law yaitu, 

Assignment, Novasi dan Subpartisipasi. Subpartisipasi di Inggris disebut 

partisipasi, sebutan lain dari istilah ini adalah subrogasi. Assingnment di Belanda 

dan Indonesia umumnya disebut dengan Cessie. Novasi mempunyai istilah yang 

sama, baik di Indonesia, Belanda maupun Inggris. Pengalihan utang diatur dalam 

Pasal 613 KUHPerdata, disebutkan bahwa17: 

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak 

bertumbuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah 

tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. 

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan 

itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. 

Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, 

penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya 

bersama endosemen surat itu. 

KUHPerdata juga mengatur mengenai novasi yang terdapat dalam Pasal 

1413 KUHPerdata, pada pasal ini menjelaskan bahwa terdapat tiga macam jalan 

untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu18: 

1. Apabila debitur membuat sebuah perjanjian utang baru guna 

keperluan kreditur yang mengganti utang lamanya maka perjanjian 

dihapus karenanya. 

 
17 Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
18 Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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2. Apabila debitur baru dipilih guna mengganti debitur lamanya, yang 

mana kreditur dibebaskan dari perjanjian lamanya. 

3. Apabila sebagai akibat dari sebuah kesepakatan baru, kreditur baru 

dipilih guna menggantikan kreditur lamanya, yang pada akibatnya 

debitur membebaskan perjanjian lamanya. 

Pengalihan utang dan pembaharuan utang secara bahasa memang berbeda, 

namun jika dianalisis lebih dalam pengalihan utang memiliki  kesamaan yaitu 

dengan cara delegasi menurut Pasal 1417 KUHPerdata dijelaskan bahwa19: 

Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan nama seorang debitur 

memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang 

mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak menimbulkan suatu pembaharuan 

utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud 

membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pembaharuan 

utang atau novasi merupakan suatu pembuatan perjanjian baru yang membatalkan 

suatu perjanjian lama. Dengan kata lain, pembaharuan utang terjadi dengan jalan 

mengganti utang lama menjadi utang baru.20  Menurut Pasal 1831 KUHPerdata, 

pembayaran merupakan salah satu pemutusan perjanjian secara keseluruhan. Dalam 

arti sempit pembayaran adalah utang, sedangkan pembayaran suatu pembayaran 

dalam arti yang luas adalah pemenuhan yang prestasi suatu diwajibkan. Dengan 

adanya pembayaran atau pemenuhan prestasi kepada kreditur, membebaskan 

debitur dari kewajibannya serta asasnya mengakhiri perikatan.21 

 
19 Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
20 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 

28 
21 Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Dalam surety bond terdapat penjelasan mengenai subrogasi yang 

merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak yaitu klien 

(principal), pemegang hak (obligee) dan penjamin (surety). Dalam subrogasi 

dimana untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga (obligee) maka penjamin 

(surety) memberikan jaminan kepada klien (principal). Dalam perjanjian subrogasi 

diatur bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu klien berlaku salah atau lalai 

melaksanakan kewajibannya kepada pemegang hak atau apa yang telah disepakati, 

maka penjamin akan menyelesaikan kewajiban atas nama klien atau besarnya klaim 

akan dibayarkan berdasarkan nilai kerugian yang terdapat dalam kesepakatan yang 

telah diperjanjikan. Penyelesaian atau pembayaran yang telah dilakukan oleh 

penjamin tidak menghapuskan kewajiban klien untuk mengembalikan sejumlah 

uang yang telah dibayarkan kepada pemegang hak (obligee) prosedur ini disebut 

dengan recovery claim.22 

Menurut ketentuan pasal 1400 KUHPerdata subrogasi atau pengalihan hak 

kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi 

karena adanya perjanjian atau undang-undang.23  Dalam rumusan tersebut, maka 

disini debitur yang berhutang kepada kreditur meminjam uang kepada pihak ketiga 

untuk membayar kepada kreditur.  

Terdapat beberapa unsur dalam subrogasi yaitu a) penggantian hak-hak 

kreditur oleh pihak ketiga; b) pembayaran; dan c) terjadinya peristiwa karena 

perjanjian maupun undang-undang yang disebut dengan hak kreditur adalah hak-

 
22 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta 

2012, hal.5 
23 Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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hak yang dinikmati kreditur terhadap debiturnya, sedangkan pihak ketiga adalah 

pihak-pihak yang bukan kreditur dan bukan debitur (utama).24  Pasal 1401 KUH 

Perdata mengatur tentang hak subrogasi dengan perjanjian, dimana pihak ketiga 

menggantikan debitur berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan.25 

Sementara itu, Pasal 1402 KUH Perdata mengatur hak subrogasi yang 

terjadi menurut undang-undang. Ketentuan – ketentuan Pasal 1403 tidak 

mengurangi hak-hak yang mempunyai piutang, apabila yang mempunyai piutang 

itu baru menerima sebagian pembayaran, dalam hal ini yang mempunyai piutang 

dapat melaksanakan haknya dihadapan orang yang kepadanya ia hanya menerima 

sebagian pembayaran itu pembayaran yang dilakukan kepadanya. 26  Bagian ini 

berlaku bagi hak subrogasi yang disebutkan dalam pasal sebelumnya baik terhadap 

penanggung utang maupun terhadap debitur.27 

Perbedaan yang terdapat pada subrogasi dan cassie yaitu, subrogasi 

memungkinkan suatu pergantian kreditur, dalam subrogasi utang itu dilunasi oleh 

kreditur baru, sedangkan dalam “cassie” umumnya piutang telah dijual oleh 

kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru.28 

 

 

 

 
24  Edy Supriyanto, Kajian Tentang Cassie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan, 

Yure Humano, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2018, hal.80 
25 Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
26 Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
27 Jifer Naki, Subrogasi Sebagai Salah Satu Alasan Hapusnya Perikatan Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Lex Privatum, Vol. 7 Nomor 1 tahun 2019, hal.37 
28 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2020, hal.71 
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3. Teori Al-Hiwalah 

Al-Hiwalah atau yang dengan sebutan lain yaitu al-Hawalah pengalihan 

keharusan pembayaran utang dari individu yang berutang kepada individu yang 

mempunyai utang lain, dapat dimaknai pula sebagai pemindahan keharusan 

pembayaran utang dari tanggungan pihak pertama ke pihak lainnya yang memiliki 

utang kepadanya dengan asas kepercayaan.29 

Pada proses akad al-hiwalah, sedikitnya terdapat tiga pihak yang 

berhubungan diantaranya, muhal (pemberi pinjaman), muhil (penerima pinjaman), 

dan muhal alaih (penerima pinjaman dari muhil). Muhal akan memberikan 

pinjaman kepada muhil, sedangkan muhil masih memiliki piutang kepada muhal 

alaih, ataupun muhal alaih memiliki utang kepada muhil. Ketika muhil tidak dapat 

membayar utangnya kepada muhal, maka muhal mengalihkan utangnya kepada 

muhal alaih. Maka muhal alaih tidak harus membayar utangnya kepada muhil, akan 

tetapi membayar kepada muhal. Pada transaksi pengalihan piutang ini, maka utang 

muhil kepada muhal menjadi lunas, karena muhal alaih yang nantinya melakukan 

pembayaran atas utang muhil.30 

G. Metode Penelitian 

Metodelogi berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat dalam 

menjalankan sesuatu sedangkan “logos” berarti ilmu pengetahun. Sedangkan 

penelitian dapat diartikan sebagai pencarian kembali, pencarian terhadap 

pengetahuan yang benar. 31  Penelitian juga merupakan sarana yang digunakan 

 
29 Ismail, Perbankan Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hal. 212 
30 Ibid, hal. 213 
31 Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hal.19 
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manusia untuk meningkatkan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dikonstruksi secara sistematis dengan 

menggunakan daya pikir, pengetahuan yang senantiasa dapat dikaji dan dipelajari 

secara kritis, serta akan terus berkembang atas dasar penelitian yang dilakukan oleh 

penggagasnya. 32  Dapat disimpulkan metodelogi penelitian adalah  pendekatan 

holistik dalam mengumpulkan data, menerapkan data dan menyusun data sebagai 

suatu kesatuan.   

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, 

bisa juga disebut penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 

dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman 

berperilaku manusia yang dianggap pantas. 33  Pandangan juga dapat 

merujuk pada penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan 

pustaka atau data sekunder.34 

Berdasarkan definisi tersebut, maka jenis penelitian yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti 

dalam melakukan kajian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai 

data pokok dalam menganalisis rumusan masalah yang akan dipaparkan 

dalam pembahasan. 

 
32 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, 2006, Jakarta, hal.3 
33 Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hal.118 
34 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.13 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut. 

a. Pendekatan konseptual 

Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), 

dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat 

diketahui makna yang terdapat pada istilah-istilah hukum. Hal itu 

dilakukan sebagai upaya untuk mendapat makna baru yang 

terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah 

hukum tersebut dengan teori atau praktek.35  

b. Pendekatan peraturan perundang-undangan 

Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute 

Approach) dilakukan dengan menganalisi semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti yaitu perubahan status bank konvensional menjadi bank 

syariah terhadap perjanjian kredit.  

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain yaitu : 

 
35  Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh,  UIN Suska 

Riau, Pekanbaru, 2015, hal.41 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan 

3) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

5) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah 

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris 

7) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Keuangan Syariah.  

8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi 

Bank Syariah 

b. Bahan Hukum Sekunder, 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pandangan para sarjana (doktrin), 

fatwa, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium 
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mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.36 

Beberapa fatwa yang akan dimasukkan dalam penelitian ini antara 

lain :  

1. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

2. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh) 

3. Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Ijarah 

4. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 

5. Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah 

6. Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh 

7. Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan 

Utang 

8. Fatwa Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan 

Multijasa 

9. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil 

Ujarah 

10. Fatwa Nomor 90/DSN-MUI-XII/2013 tentang Pengalihan 

Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah 

11. Fatwa Nomor 90/DSN-MUI/XII/2014 tentang Pengalihan 

Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan Syariah 

 
36 Jhony Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Batumedia Publishing, Malang, 

2006, hal.295 
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-

undangan, ensiklopedia hukum, dan indeks majalah hukum.37 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk memperoleh hasil yang dapat dibuktikan kebenaran 

serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan 

pengumpulan data dari studi kepustakaan (library research), studi 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang 

tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian, teori-teori yang 

mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan 

dengan melakukan studi kepustakaan. Data yang diperoleh 

digunakan sebagai dasar dari teori untuk menganalisis 

permasalahan dalam penelitian ini. 

5. Teknis Analisis Bahan Hukum 

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana suatu jenis 

penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak 

 
37 Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2010, hal. 119 
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menggunakan statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif 

mencakup berbagai jenis penelitian yang mempunyai karakteristik 

yang sama. Dari segi penelitian yang akan menyajikan hasil dalam 

bentuk deskripsi naratif. Setiap penelitian harus berujung pada 

kesimpulan pengetahuan yang membantu  peneliti dan masyarakat 

umum untuk menyelesaikan masalah, baik berupa konsep, saran 

tindakan, kebijakan atau pelurusan nilai-nilai.38 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang 

bersifat umum menuju yang spesifik atau khusus berdasarkan 

generalisasi yang ada. 

 
38 Salim dan Syahrum, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ciptapustaka Media, Bandung, 

2012, hal. 41-46 
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